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ABSTRAK  

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana 

pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Namun, 

pengertian dan syarat unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan 

berencana tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP).Kejahatan atau tindak pidana pembunuhan jelas tidak hannya merugikan 

negara,tetapi juga merugikan keluarga korban dan meresahkan masyarakat 

semakin meningkatnya tindak pembunuhan menyebabkan para penegak hukum 

harus bekerja keras tanpa adaa kecualinya baik polisi, jaksa, maupun para hakim 

pengadilan Negeri. Oleh karena itu masalah pengungkapan kasus pembunuhan 

berencana merupakan salah satu tugas satuan Reserse yang membutuhkan tenaga, 

pemikiran dan penanganan yang extra. Tujuan Penelitian ini adalah untuk 

memahami peranan Reserse dalam mengungkap tindak pidana pembunnuhan 

berencana yang dilakukan di Polres Brebes dan  mengetahui  hambatan dan solusi 

apa saja yang dihadapi oleh Reserse dalam mengungkap tindak pidana 

pembunuhan berencana  yang di lakukan di Polres Brebes 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

empiris, yaitu melalui penelitian lapangan, mendekati fakta-fakta yang ada, 

kemudian menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai 

dasar pengkajian dan analisis penelitian hukum sebagai acuan pemecahan 

masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data 

yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan data sekunder 

berupa studi kepustakaan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,hambatan reserse yaitu:   adanya 

keterangan tersangka yang berbelit-belit, tidak adanya barang bukti yang relevan 

atau signifikan dan tidak teridentifikasinya identitas korban sehingga Reserse 

harus bekerja keras secara optimal,sabar dan profesional serta waktu yang lama 

dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana ini yang terjadi di 

Polres Brebes, solusi dalam  mengatasi  hambatan tersebut dengan cara mencari 

barang bukti lain,harus menyakinkan hakim dan JPU (Jaksa Penuntut Umum) 

dengan cara mempertimbangkan ilmu-ilmu yang lain. 

 

Kata kunci: Peran, Reserse, Pembunuhaan Berencana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The crime of premeditated murder is a crime of murder preceded by a 

premeditated murder. However, the definition and requirements of the element of 

planning in the crime of premeditated murder are not formulated in the Criminal 

Code (KUHP). The crime or crime of murder is clearly not only detrimental to the 

state, but also detrimental to the victim's family and disturbing the community. 

The increasing number of killings causes law enforcers to work hard without 

exception, including the police, prosecutors, and district court judges. Therefore, 

the problem of disclosing premeditated murder cases is one of the tasks of the 

detective unit that requires extra energy, thought and handling. 

This study aims to find out how the role of the detectives is in uncovering 

premeditated criminal acts in the Brebes Police area, and aims to find out what 

are the obstacles that the detectives do in uncovering premeditated criminal cases 

in the Brebes police area and how the investigators overcome these obstacles. and 

solutions to overcome these obstacles in uncovering cases of premeditated murder 

at the Brebes Police Station This research was conducted in the Brebes Police 

area by meeting the Head of Criminal Investigation Unit of the Brebes Police. The 

method used in this research is empirical juridical, namely legal research by 

approaching existing facts by conducting research in the field and then reviewing 

and reviewing it based on the relevant laws and regulations as a reference for 

solving a problem. The data used in this study is primary data, namely data 

obtained directly from the field using the interview method and secondary data in 

the form of library research. The results of this study state that the role of the 

detective unit in uncovering crimes in this case the crime of premeditated murder, 

especially in the Brebes Police area is very important, as for the obstacles 

experienced by the investigators in the Brebes Police area in uncovering criminal 

acts in the form of premeditated murder, namely: there are people who want to be 

witnesses, the suspect's statements are convoluted, there is no relevant or 

significant evidence and the identity of the victim is not identified so that the 

investigator must work hard optimally, be patient and professional and take a 

long time in uncovering cases of murder crimes. If this plan is happening at the 

Brebes Police, the solution to overcome these obstacles is by looking for other 

evidence, you must convince the judge and the Public Prosecutor (Prosecutor) by 

considering other sciences.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (Rechsstaat), bukan 

sekedar kekuasaan (Machtsstaat). Hak asasi dan perlindungan semua warga 

negara adalah sama di depan hukum (Equal before the Law) dan 

pemerintah. Agar hukum dapat berfungsi sebagai mana yang diharapkan 

maka perlu adanya aparat penegak hukum, salah satu diantaranya adalah 

yang penulis bahas yaitu Kepoliisian Negara Republik Indonesia dengan 

pembahasan khusus mengenai fungsi teknis Reserse Kepolisian.1 

Polri, atau disingkat POLRI, tidak hanya merupakan bagian dari alat 

negara tetapi juga aparat penegak hukum yang bertanggung jawab 

memelihara, melatih, dan melayani keselamatan masyarakat., menegakan 

hukkum serta ketertiban dalam masyarakat demi terpeliharannya keamanan 

dalam negeri, dengan terpeliharannya ketertiban dan keamanan masyarakat 

maka akan menjamin stabilitas nasional maka dengan demikian program 

pemerintah dalam bidang pembangunan nasional akan berjalan dengan 

lancer dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia tata tentram yang 

adil dan makmur baik jasmaniah maupun rohaniahnya.2 

                                                
1 Soesilo Yuono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur, 

(Bandung, Alumni 1982) hlm. 40 
2 Ibid, hlm. 40 



 

 

 

Berdasarkan perkembangannya, kejahatan yang terjadi di seluruh 

Indonesia menunjukkan gejala yang semakin meningkat baik kualitas 

maupun kuantitasnya. Selain kualitas kejahatan yang semakin canggih, 

maka kualitas tersebut juga meningkat, peningkatan kejahatan ini meliputi 

modus operandinya maupun peralatan yang dipergunakan. Semakin 

canggihnya modus operandinya maupun peralatannya, kejahatan 

menjadikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Harus 

berupaya dan. menentukan langkah langkkah apa yang harus dikerjakan 

untuk menghadapi ancaman, tantangan dan gangguan gangguan keamanan 

tersebut.. Untuk lebih jelasnya tentang tugas inti Polri, terkandung pada 

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Tugas pokok:3 

1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakaat, 

2. Menegakan hukum,  

3. Melindungi,mengayomi,dan melayaani masyarakat.  

Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut untuk melaksanakan 

tugas tugas sesuai penegakkan hukum Kepolisian Negar Republik Indonesia 

(POLRI) yaitu bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 

seluruh tindak pidana sesuai Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang 

undangan karena kewajibannya mempunyai wewenang sesuai dengan 

ketentuan pasal 7 ayat (1) KUHAP,yang menentukan sebagai berikut  

                                                
3 Soesilo Yuono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur, 

(Bandung, Alumni 1982) hlm. 40 
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1. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya 

tindak pidana  

2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian. 

3. Memerintahkan tersangka untuk berhenti dan memeriksa kartu 

identitas tersangka 

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan. 

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan  

6. Mengambil sidik jari dengan memotret seseorang. 

7. Memanggil orang yang didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi.  

8. Mendatangkan ahli-ahli yang diperlukan sehubungan dengan 

pemeriksaan kasus tersebut. 

9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. 

Setelah membaca dan memahami isi dari pasal 7 ayat (1) KUHAP 

tersebut diatas maka pada haakikaatnya tugas tugas POLRI yang beraneka  

ragam itu dapat dibagi  menjadi 3 bagian yang meliputi anatara lain sebagai 

berikut:4 Tugas dibidang preventif yaitu dalam artian upaya untuk mencegah 

sebelum terjadinya suatu tindakan pidana bisa disebut Polie Hasard (PH). 

1. Tugas dibidang Represif yaitu dalam upaya untuk memberantas suatu 

tindak pidana yang telah terjadi, dengan berusaha menemukan 

pelakunya serta barang bukti tindak pidana yang telah dilanggar atau 

biasa disebut ancaman factual (AF). 

                                                
4   https://m.hukumonline.com  tanggal 02 oktober pukul 20.25   



 

 

2. Tugas dibidang Preemtif yaitu dalam arti upaya untuk menghilangkan 

factor factor korelatif kriminogin (FKK) 

Satuan reserse bertugas untuk mengungkap kejahatan dengan cara 

melakukan penyelidikan dan penyidikan disuatu wilayah atau keadaan yang 

diduga akan terjadi suatu tindk pidana menurut informasi yang 

diperolehnya.  

Dikalangan masyarakat awam anggapan bahwa setiap orang yang 

melakukan kejahatan pembunuhan maka ia harus dihukum berat. Adapun 

alasannya apabila ia terbukti sebagai pelakunya, harus dan diberi sanksi 

pidana yang berat. 5 

Pasal dasar pembunuhan adalah Pasal 338 KUHP yang kemudian 

ditambah unsur direncanakan terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHPidana. 

Pembunuhan adalah merupakan istilah yang umum digunakan dalam hukum 

pidana untuk mendeskripsikan tindak pidana kejahatan dimana 

tersangka/terdakwa menyebabkan kematian pada orang lain. Tindak pidana 

pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

Buku Dua Bab XIX tentang Tindak Pidana Terhadap nyawa. Pembunuhan 

didefinisikan sebagai tindakan mengambil atau mencabut nyawa orang lain 

dengan cara yang melawan hukum. KUHP mengatur beberapa klasifikasi 

tindak pidana pembunuhan untuk menjerat pelaku menurut perbuatannya 

sampi detik ini masih tetap ada di Negara yang modern ini tetap perlu untuk 

                                                
5 https://lemdik.polri.go.id https://tribratanews.kepri.polri.go.id 20.45 keputusan polri 

Nomor pol : Kep/07/VII/1985, TANGGAL 1 Juli 1985 tentang struktur organisasi polri  

Departement HANKAM MABES POLRI, Himpinan Juklak dan Juknis tentang proses penyidikan 

Tindak Pidana (Jakarta:1982) hal. 5. 

https://lemdik.polri.go.id/
https://tribratanews.kepri.polri.go.id/


5 

 

 

mendapatkan perhatian, hal ini disebabkan dalam Negara yang menjunjung 

tinggi dan memperjuangkan adanya hak asasi manusia tetapi masih tetap 

saja ada pembunuhan bahkan dengan banyaknya terjadi peristiwa 

pembunuhan belakangan ini semakin menariklah kejahatan pembunuhan ini 

untuk kembali dibicarakan. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur 

dalam Pasal 340 yang berbunyi: Barang siapa membunuh orang lain  dengan 

sengaja dan merencanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa 

orang lain, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 

atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. 

Syarat-syarat pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP 

adalah: 

1. Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat 

dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah Naturlijk 

person,yaitu manusia. 

2. Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk 

menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam 

perundangundangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif). 

3. Dengan rencana lebih dahulu, artinya ada waktu jeda antara 

perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya 

perencanaan secara sistematis terlebih dahulu kemudian diikuti 

dengan tindakannya 

Kejahatan dalam segala bentuknya tidak akan terlepas dari pengaruh 

berbagai aspek kehidupan masyarakat serta perkembangan penduduk yang 



 

 

tidak memadai dengan tersedianya lapangan pekerjaan, dengan demikian 

perlu diarahkan pembinaan terhadap warga masyarakat terutama bagi 

mereka yang tidak mempunyai pekerjaan Kejahatan atau tindak pidana 

pembunuhan jelas tidak hanya merugikan Negara, tetapi merugikan 

keluarga korban dan mengganggu keamanan masyarakat, seiring 

meningkatnya tindak pembunuhan juga menyebabkan para aparat hukum 

harus bekerja keras tanpa ada kecualinya, baik polisi, jaksa, maupun para 

hakim pengadilan negeri, paling utama bagi aparat kepolisian khususnya 

reserse menjadi tantangan yang berat dalam melaksanakan tugas tugasnya 

untuk mengungkap tindak pidana. 

Berdasarkan pembahasan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan 

kajian dengan judul “Peran Reserse Dalam mengungkap Tindak Pidana 

Pembunuhan Berencana Di Polres Brebes”  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, 

maka rumusan masalaah yang ingin diungkapkan dalam penulisan ini 

adalah: 

1. Bagaimana peran Reserse dalam mengungkap tindak pidana 

pembunuhan berencana di Polres Brebes ? 

2. Apa sajakah hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Reserse Polres 

Brebes dalam proses pengungkapan  tindak pidana pembunuhan 

berencana ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Penelitian merupakan kegiatan mutlak dan harus dilakukan sebelum 

menulis karya tulis. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peran Reserse dalam mengungkap tindak pidana 

pembunuhan berencana yang dilakukan di Polres Brebes. 

2. Untuk mengetahui  hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Reserse 

dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana di Polres 

Brebes. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan pada ilmu hukum pidana terlebih yang berkaitan dengan 

peran Reserse dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan 

berencana di wilayah brebes polres brebes. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan untuk kepolisian terutama Polres Brebes dalam mengungkap 

tindak pidana pembunuhan berencana. 

 

 

 

  



 

 

E. Terminologi  

1. Peran 

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto aspek dinamis dari 

status, jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan 

aturan, maka ia menjalani suatu peranan. Kepribadian seseorang juga 

berpengaruh bagaimana peran itu harus dijalankan. 

2. Reserse 

Reserse adalah figur penting di dalam kepolisian dan dari fungsi 

kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyelidikan untuk 

memecahkan kasus kriminalitas dapat bertugas dalam satuan reskrim 

ditingkat kepolisian Resort yang berada dibawah kapolres bertugas 

dalam Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) ditingkat 

kepolisian daerah yang berada dibawah kapolda.6 

3. Mengungkap 

Menurut KBBI meembuktikan, menyingkapkan atau tentang 

sesuatu yang tadinya masih menjadi rahasia atau tidak banyak 

diketahui  oleh orang lain 

4. Tindak Pidana  

S. R. Sianturi dalam buku yang sama mengutip Moeljatno yang 

memilih menerjemahkan strafbaar feit suatu perbuatan pidana,yaitu 

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa 

melanggar larangan tersebut dan  yang menyimpulkan  tindak pidana 

                                                
6 Soerjono Soekanto, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD 

SB Lantaeda, Jurnal Administrasi Publik, VOLUME 04 NO. 04, hal. 8 
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sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 

pidana dapat disebut sebagai subjek tindak pidana untuk menentukan 

suatu perbuatan sebagai tindak pidana,perbuatan tersebut haruslah 

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek 

tindak pidana yang melakukannya7 

5. Pembunuhan Berencana  

Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dengan  

sengaja dan direncanakan dahulu dan mencabut nyawa orang lain, 

diancam karena pembunuhan yang direncanakan, dengan pidana mati 

atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling 

lama dua puluh tahun”.8 

6. Polres Brebes  

Polres Brebes merupakan kesatuan Kepolisian dari Resor Brebes 

Polda Jateng yang difokuskan pada akurasi dan kecepatan serta 

ketepatan Berita seputar kejadian dan kegiatan Polres Brebes Bersama 

jajaran. Perkembangan teknologi dengan penggunaan media online 

menjadi pertimbangan lahirnya Polresbrebesnews.com sebagai salah 

satu cara Polres Brebes dalam sosialisasi kepada masyarakat dalam 

bentuk jurnalistik. 

 

                                                
7 R. Soesilo  “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hal 30 
8 Buku Moeljatno tentang tindak pidana  hal : 208 buku Wirjono Prodjodikoro hal : 208 

https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=2477 06.32 Polresbrebesnews.com diakses pada tanggal 

08/10 09:19 (KBBI ...https://kbbi.web.id 08-10-2021 08.52 

https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=2477


 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode pendekatan 

Menurut Soejarno Soekanto Metode ini pada hakekatnya 

memberikan pedoman prosedural bagi ilmuan untuk belajar mengenal 

dan memahami lingkungan yang dihadapinya 9 

Metode berasal dari kata Metha dan Hodos Metha artinya  

melewati,dan Hodos artinya jalan atau cara, Jadi metode adalah cara 

yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Metode pendekatan 

yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 

yuridis empiris dikarenakan terdapat keterkaitannya antara factor 

yuridis dan factor empiris. Yuridis adalah bahwa dalam mengadakan 

pendekatan,prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang masih 

berlaku, dipergunakan untuk meninjau dan menganalisa permasalahan 

yang menjadi objek penelitian. Empiris adalah dalam mengadakan 

pendekatan dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam 

praktek,dalam hal ini factor empirisnya adalah mengenai peranan 

Reserse dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana 

studi kasus Polres Brebes.10 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah descriptife analisis, 

bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini dideskripsikan untuk 

memberi gambaran dan penjelasan  secara sistematis dan menyeluruh 

                                                
9 Ronny Hanityjo Soemitro, Metodology penelitian hukum dan jurimetri, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1990, hal. 10  
10 Suharsimi Arikunto, Pengertian Data Primer dan Sekunder, Bandung, 2013, hal. 172. 
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mengenai segala sesuatu yang kaitannya dengan peranan Reserse 

dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana. 

3. Jenis dan Sumber Data  

a. Data Primer 

Data primer adalah penelitian lapangan yang dibuktikan 

dengan cara wawancara. Wawancara merupakan proses tanya 

jawab secara lisan antara penulis dan responden sehingga 

informasi diperoleh dengan bertanya langsung proses Tanya 

jawab dilakukan dengan Tanya jawab terpimpin (free flowing 

Interview). 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data diperoleh melalui studi 

kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah Peraturan 

Perundang-Undangan teori para pakar yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan hukum sekunder terdiri 

dari : 

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum utama sebagai 

bahan hukum yang baik dan bahan hukum yang 

mempunyai kewenangan.Bahan hukum primer meliputi 

peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian 

internasional contoh rancangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian dan hasil karya dari masyarakat hukum dan 



 

 

segala document resmi yang memuat tentang ketentuan 

hukum  

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Republik Indonesia  

2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan 

hukum yang memberikan gambaran atas bahan hukum 

primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, 

makalah penelitian yang relevan dengan masalah yang 

akan dibahas. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang 

memberikan penjelasan tambahan  terhadap  data yang ada 

pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan 

hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran di 

internet. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Studi Lapangan  

Studi lapangan merupakan bentuk pembelajaran dari luar 

dimana terjadi kegiatan observasi untuk mengungkap fakta guna 

memperoleh data dengan cara turun langsung ke lapangan. Studi 

lapangan merupakan cara ilmiah yang dilakukan dengan desain 

operasional sehingga akan diperoleh hasil yang lebih akurat. 
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1) Wawancara 

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data 

yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan 

keterangan-keterangan dari responden baik itu dengan 

tatap  muka ataupun tidak.  

2) Observasi  

Teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung  terhadap objek yang diteliti.  

3) Dokumentasi 

Teknik yang dilakukan oleh peneliti agar data yang 

diperoleh lebih kuat untuk memperoleh data  ini dengan 

cara melakukan suatu observasi 

b. Studi Pustaka 

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk mengumpulkan 

informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang terjadi 

pada obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari 

buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, internet, dan sumber-

sumber lain 

5. Metode Analisis Data  

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adaalah  kualitatif dilakukan jika data empiris yang diperoleh berupa 

kumpulan kata-kata yang berwujud dan bukan rangkaian angka maka 

tidak dapat diklasifikasikan kedalam kategori-kategori klasifikasi. 



 

 

Data dapat dikumpulkan dengan banyak cara (observasi, 

wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) biasanya diolah  sebelum 

siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, atau alat -tulis), tetapi 

analisis kualitatif masih menggunakan kata-kata yang  disusun 

menjadi teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan 

matematis atau statistika sebagai alat analisis 

G. Sistematika Penulisan  

BAB I : Pendahuluan 

Berisi bagian pendahuluan yang  terdiri dari sub-sub bab yang 

meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, Tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode  penelitian, sistematika 

penulisan, dan jadwal penelitian. 

BAB II : Kajian Pustaka  

Berisi tinjauan pustaka yang didalamnya diuraikan tentang materi-

materi  doktrin-doktrin ( para ahli) dan teori-teori hukum yang 

berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diajukan. Bab ini 

terdiri dari: tinjauan tentang hukum pidana, tindak pidana 

pembunuhan berencana dan Reserse. 

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan fakta 

atau data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan survei 

lapangan yang telah dianalisis.bab ini terdiri dari tinjauan mengenai 
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satuan Reserse di Wilayah Brebes Polres Brebes, tinjauan 

mengenai tindak pembunuhan berencana dan tujuan mengenai 

peran reserse dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan 

berencana diwilayah Polres brebes  

BAB IV : Penutup 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yaitu pembahasan singkat 

mengenai peran Reserse dalam mengungkap tindak pidana 

pembunuhan berencana diwilayah polres brebes. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana 

1. Tinjauan Tentang Hukum Pidana 

Hukum pidana terdapat 2 bagian yaitu Hukum pidana obyektif 

(ius punale) dan hukum pidana subyektif (ius puniendi) hukum Pidana 

obyektif (ius punale) merupakan semua peraturan yang mengandung 

keharusan atau larangan yang pelanggarnyaa diancam dengan 

hukuman yang bersifat siksaan.Hukum pidana subyektif (ius puniendi) 

merupakan hak Negara Atau alat kelengkapannnya untuk menghukum 

seseorang berdasarkan Hukum pidana atau memidana.Sehingga 

apabila ditinjau dari satu segi Hukum pidana substantive/ materiil 

dapat disebut ukum delik,kata. Delik berasal dari bahasa latin 

“delictum” yang berarti “fallen” dalam Bahasa Belanda yaitu gagal 

karena gagal mematuhi yang baik/benar.11 

Menurut simons Hukum pidana diartikan atas 3 pengertian 

yaitu: 

a. Semua larangan  yang diancam dengan penderitaan oleh negara 

dan suatu pidana apabila tidak ditaati. 

b. Seluruhan peraturan yang mengatur syarat  untuk penjatuhan 

pidana. 

                                                
11Siti soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia 2001 bandung, Halaman 69  

Mustafa Abdullah & Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana dikutip dari E.Utrecht, 

Jakarta: Ghalia Indonesia 1965, Hal 9 
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c. Semua ketentuan yang menjadikan dasar untuk penjatuhan dan 

penerapan hukum .12 

2. Tindak Pidana  

Istilah tindak pidana atau dalam istilah belanda digunakan 

sebagai pengganti “ stafbaar feit” seperti yang ada dalam srafwetboek 

atau Kitab Undang-Undang Hukum pidana ini mempunyai berbagai 

istilah yang maksudnya sama dengan “ strafbaarfeit”13 

Menurut Soedarto penggunaan istilah yang berbeda tidak 

menjadi masalah asalkan jelas apa yang dimaksud dalam hal ini yang 

penting adalah isi makna  itu.Istilah tindak pidana yang dilakukan oleh 

pembuat undang-undang atau dalam bahasa asingnya adalah delic14 

Tindak pidana menurut Soedarto merupakan suatu pengertian 

yuridis lain istilah perbuatan jahat atau kejahatan (crime atau 

verbrechen atau misdad) Hal ini karena perbuatan yang dapat di 

pidana atau melakukan kejahatan  merupakan subjek atau obyek dari 

hukum pidana dan dibedakan sebagai berikut : 

Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat diilihat secara 

konkret terwujud dalam masyarakat (social vershijnsel, erecheinung, 

phenomea) atau perbuatan jahat dalam arti kriminologis adalah 

perbuatan manusia yang  menyalahi norma-norma dari dasar 

masyarakat dalam konkret. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana 

                                                
12 Soedarto, Hukum pidana I, cetakan II semarang : yayasan sudarto fakultas hukum UNDIP 

1990, hal. 13. 
13 Loc. Cit 
14 Moeljono, Asas-asas Hukum Pidana Jakarta: Bina Pustaka, hal. 54. 



 

(strafrechtelijk misdaadbegrip) ialah bagaimana terwujud dalam in 

abstractto dalam peraturan pidana. Sedangkan menurut RUU KUHP 

tahun 1999-2000 pasal 15 menyatakan bahwa tindak pidana adalah 

perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dinyatakan 

oleh peraturan perundang- undangan  sebagai perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana.  

Menurut Muljanto unsur-unsur tindak pidana 

1) Perbuatan  

2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang/ syarat formil. 

3) Bersifat melawan hukum /syarat maateriil 15 

Syarat formil harus ada karena  asas legalitas yang digariskan  

dalam pasal 1 ayat (1) KUHP syarat materiil harus ada dan syarat 

formil harus ada karena perbuatan itu harus dilakukan oleh16 

masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena 

bertentangan akan tercapainya tata dalam kesadaran masyarakat. 

Perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran adalaah 

sebagai berikut: 

a. Kejahatan adalah delik hukum (rech delict) yaitu suatu  

perbuatan yang melawan hukum yaitu perbuatan yang 

melanggar  keadilan,apapun hukum yang  diancam dengan 

pidana dalam satu undang-undang atau tidak jadi benar- benar 

                                                
15 Ibid hal 38 
16 Ibid, hal43 
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dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan 

keadilan misalnya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. 

b. Perbuatan melawan hukum adalah delik undang-undang (wets 

delict) yaitu perbuatan yang baru saja diakui oleh masyarakat 

umum  dapat dipidana karena undang-undang menyebutnya 

sebagai delik,jadi karena undang-undang mengancamnya 

dengan pidana misalnya: memarkir mobil disebelah kanan jalan.  

c. Perbedaaan yang bersifat kualitatif antara kejahatan dan 

pelanggaran meletakan kriterium pada perbedaan yang dilihat 

dari segi kriminologi yaitu bahwa pelanggaran ancaman 

pidananya lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. 

Menurut Wirjono Projodikoro dua cara untuk menentukan 

perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu: 

a. Dengan meneliti maksud dari undang undang 

b. Dengan meneliti sifat-sifat perbedaan anatara tindak-tindak 

pidana yang termuat dalam buku II KUHP dan tindak-tindak 

yang termuat dalam buku III KUHP.17 

B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana  

1. Pengertian Pembunuhan  

Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan 

sengaja mencabut nyawa orang lain, diancam pidana pembunuhan 

                                                
17 Wirjono projodikoro,Op.Cit, hal 30 



 

dengan penjara paling lama 15 tahun, ditunjukan  supaya orang itu 

mati. walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun. 

Pembuunuhan biasa adalah tindak pidana dengan niat dam 

eksekusi dilakukan secara bersama-sama  jadi secara sederhana dapat 

dikatakkan pembunuhan yang dilakukan saat pelaku berkeinginan 

untuk membunuh kemudian langsung melakukan eksekusi jadi waktu 

nya hampir bersamaan dengan niat pada umumnya tindak pidana 

pembunuhan ini terjadi karena emosi sesaat saat pelaku merasa 

tersinggung dan mulai ada niatan melakukan pembunuhan dan 

langsung melakukan eksekusi selain dari emosi pembunuhan 

berencana juga mempunyai ciri tertentu yaitu senjata yang digunakan 

adalah senjata dari samping atau yang ada disekitar pelaku atau 

korban, untuk ancaman tindak kejahatan pembunuhan biasa ini adalah 

15 tahun diduga ancaman nya lebih ringan dari pada pembunuhan 

berencana karen pelaku  melakukannya dalam keadaan emosi secara 

psikologis saat seseorang emosional dia tidak bisa membedakan mana 

yang benar dan mana yang salah ini lah alasannya mengapa 

ancamannya lebih  ringan dari pada pembunuhan berencana  

2. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana  

Pengertian pembunuhan berencana dalam hukum positif 

menurut pakar hukum pidana Tresna R, pembunuhan berencana 

adalah tidak menentukan berapa lama harus berlangsung antara 
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eksekusi tetapi ada periode waktu ketika dia bisa merencanakan 

sesuatu dengan kepala dingin. 

 Pasal 340 KUHP mengatur bahwa “Barang siapa dengan 

sengaja mengambil nyawa orang lain, dan diancam karena 

pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara 

seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh 

tahun”. hari ini direncanakan  dahulu dipandang jika petindak dalam 

sesuatu yang cukup telah memikirkan serta menimbang- nimbang 

kemudian menentukan waktu,tempat,cara atau alat dan lain 

sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Tindak 

pidana pembunuhan dapat diartikan sebagai tindakan merampas 

nyawa orang lain dengan melakukan perencnaan terlebih dahulu jadi 

kesimpulannya ada jarak waktu cukup lama antara niat dengan 

eksekusi pembunuhan dan durasi waktu belum pasti dapat dilogigakan 

sebgai berikut: karena suatu hal seseorang berniat membunuh orang 

lain kemudian dia mencari alat yang tepat untuk menghilangkan 

nyawa korban jadi tititk penting dalam pembunuhan berencana adalah 

adanya jeda waktu untuk melakukan cara dan mencari alat yang tepat 

dapat juga ditambah dengan jeda waktu untuk menyuruh orang lain 

untuk melakukan atau mencari dan menghilangkan barang bukti jenis 

ancaman untuk pelaku pembunuhan berencana cukup berat yakni dari 

20 tahun penjara seumur hidup atau hukuman mati pasal yang 

menjelaskan tentang pembunuhan berencana ini adalah pasal 340 



 

KUHP dengan bunyi sebagai berikut: barangsiapa dengan sengaja dan 

dengan direncanakan lebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang 

lain dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman 

mati atau seumur hidup atau penjara selama-lamaanya 20 tahun 

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian  

1. Pengertian Polisi  

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan aparatur negara 

yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban 

masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan 

kepada masyarakat.18 

Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: 

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara 

yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum yang menyeluruh, serta 

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri. 

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian 

Nasional yang merupakan satu kesatuan yang melaksanakan 

tugas sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) 

2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian  

 Proses pidana,polisi memiliki kewenangan untuk: 

                                                
18 MSHT Pulungan Pengertian Kepolisian Menurut Undang-Undang Vol27 2015 Hal 3 
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a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 

penyitaan  

b. Larangan masuk dan keluar TKP atau memasuki tempat 

kejadian perkara penyidikan  

c. Membawa orang dan menghadapkan orang kepada penyidik 

dalam rangka penyidikan  

d. Memerihtahkan untuk menghentikan tersangka yang dicurigai 

dan menanyakan identitas  

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat pemanggilan orang 

untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi  

f. Mendatangkan ahli-ahli yang diperlukan sehubungan dengan 

pemeriksaan perkara mengadakan penghentian penyidikan  

g. Mengirimkan berkas perkara kepada JPU  

h. Mengajukan permohonan langsung kepada aparat  imigrasi yang 

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi memberikan 

petunjuk dan arahan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri 

sipil dan menerima hasil penyidikan  

3. RESERSE  

Penyelidikan Reserse adalah kegiatan anggota Reserse untuk :  

a. Mencari dan mengumpulkan informasi berkenaan dengan 

laporan atau pengaduan tentang benar atau tidaknya telah terjadi 

tindak pidana  



 

b. Mendapatkan informasi kejelasan tentang tersangka atau saksi 

secara detail supaya dapat diadakan penyidikan 

1) Dasar hukum penyelidikan Reserse  

a) Pasal 1 butir 4 dan 5 KUHAP 

b) Pasal 4 dan 5 KUHAP 

c) Pasal 102,103,104,dan 105 KUHAP 

d) Pasal 111 KUHAP  

2) Pertimbangan dilakukan penyelidikan Reserse sebagai 

berikut: 

a) Pengetahuan  tindak pidana baik yang bersumber 

dari laporan maupun pengaduan yang diterima dari 

masyarakat  

b) Berita acara pemeriksaan ditempat kejadian perkara 

(TKP)  

c) Berita acara pemeriksaan tersangka/saksi  

c. Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan (penyidik)19 

Penyidik adalah aparat kepolisian Negara republic 

Indonesia yang diberi tugas oleh undang-undang untuk 

melakukan penyelidikan yaitu setiap aparat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dari yang berpangkat Bhayangkara dua 

sampai dengan yang berpangkat jenderal polisi. 

d. Wewenang penyelidik (pasal 5 KUHAP)  

                                                
19 https://www.hukum.online.com 08-10-2021 22:40 

https://www.hukum.online.com/
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1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

suatu tindak pidana  

2) Mencari keterangan dan barang bukti  

3) Memerintahkan seseorang yang dicurigai dan menanyakan 

serta memeriksa identitas 

4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggung jawab  

e. Tujuan Penyelidikan Reserse menurut KUHAP  

1) Mengawali dan mempersiapkan tindakan-tindakan 

penyidikan yang akan dilakukan 

2) Mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia  

3) Mengatasi penggunaan upaya paksa  

4) Menjauhi penyidik dari resiko tuntutan hukum yang 

timbul  karena tindakan penyidikan yang dilakukan 

5) Membatasi dan mengawasi jalannya penyelidikan agar 

dilakukan secara terbuka (pasal 104 KUHAP) 20 

f. Persiapan Langkah Reserse  

1) Mencari informasi untuk menentukan apakah peristiwa 

yang dilaporkan atau yang dilaporkan tersebut  merupakan 

tindak pidana atau bukan 

2) Melengkapi informasi yang telah didapatkan sehingga 

menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan  

                                                
20 N Kumalasari Tugas dan peranan satuan reserse kriminal dalam mengungkap tindak pidana 

pembunuhan 



 

3) Persiapan pelaksanaan penindakan  

g. Sasaran penyidikan  

1) Orang  

2) Benda  

3) Tempat  

h. Pelaksanaaan penyelidikan  

1) Menerima laporan atau pengaduan  

2) Meneliti laporan atau pengaduan 

3) Melakukan tindakan penyelidikan 

4) Cara penyelidikan resserse21 

Petugas yang melakukan penyelidikan harus mampu menguasai 

teknik-teknik yang diperlukan: 

1) Interview  

2) Observasi  

3) Surveillance 

4) Undercover 

5) Penggunaan informan  

4. Penyidikan  

Pasal 1 butir 2 KUHAP Penyidikan adalah suatu  rangkaian 

kegiatan penyidik yang ditentukan oleh undang-undang untuk mencari 

dan mengumpulkan barang bukti, untuk membuktikan telah terjadi 

tindak pidana  dan untuk menemukan tersangkanya. 

                                                
21 Triaa Rosita oktarina Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana- 
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a. Wewenang penyidik  diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 22 

b. Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa tugas penyidik adalah 

melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang -undangan 

lainnya. 

c. Pasal 15 ayat 1 menjelaskan bahwa tugas penyidik adalah: 

1) Menerima laporan atau pengaduan  

2) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian  

3) Kumpulan  sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 

seseorang  

4) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk 

sementara waktu  

Tugas tugas Polri dibagi menjadi beberapa satuan : 

1) Satuan reserse (Sat Reserse) 

2) Satuan Intelejen (Sat Intel) 

3) Satuan Bimbingan Masyarakat (Sat Bimmas)  

4) Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara) 23 

Fungsi reserse adalah memulihkan ketertiban yang terganggu 

terutama terhadap adanya pelanggaran hukum atau tindak pidana yang 

terjadi di Polres Brebes maka tugas satuan reserse tidak hanya terbatas 

pada penyelesaian kasus-kasus kriminalitas saja untuk diserahkan ke 

                                                
 
23 Keputusan KAPOLRI,Nomor Pol: Kep/07/VII/1985, Tanggal 1 Juli 1985 tentang struktur 

Organisasi Polri 



 

jaksa penuntut umum,tetapi dapat menyelesaikan tindak pidana 

berdasarkan kewenangan diskersi  

5. Satuan Reserse  

Salah satu satuan yang ada dalam tubuh polri yang mempunyai 

peranan penting apabila adanya laporan akan terjadi suatu tindak 

pidana maka reserse mendatangi lokasi peristiwa atau tempat kejadian 

perkara . Langkah -langkah yang dilakukan Reserse ditempat kejadian 

perkara (TKP) sebagai berikut:24 

a. Mengamankan atau menutup TKP untuk menjaga murninya 

lokasi  

b. Merekam dan mengungpulkan barang bukti yang ada di TKP  

c. Membuat sket TKP dan melakukan pemotretan  

d. Mencari dan mengumpulkan saksi- saksi baik yang 

mendengarkan mengetahui maupun melihat kejadian 

pembunuhan tersebut akan dimintai keterangan  

Upaya penyelidikan yang dilakukan Reserse antara lain : 

a. Interview  

Interview adalah usaha atau kegiatan untuk memperoleh 

keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki 

keterangan,interview dapat dilakukan dalam rangka 

interogasi/pemeriksaan maupun dalam rangka penyelidikan.25 

 

                                                
24 Departement HANKAM MABES POLRI, himpinan juklal juknis tentang proses penyidikan 

tindak pidana,(Jakarta:1982), halaman 5 
25 R.Soesilo,KUHP, Politea Bogor halaman 241 
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b. Observasi  

1) Observasi adalah pengamatan dengan  turun langsung 

secara teliti terhadap orang,benda,tempat atau kejadian. 

2) Tujuan Observasi adalah : 

a) Mendapatkan gambaran yang jelas dan lebih baik 

secara menyeluruh  dan terperinci 

b) Mengidentifikasi subject dengan informasi atau 

gambaran yang telah diperoleh sebelumnya 

c) Melengkapi informasi yang sudah ada  

d) Pengecekan atau informasi keterangan atau fakta 

e) Mencari hubungan antara subject dengan peristiwa 

tindak pidana  

c. Sulveilance  

Sulveilance adalah pengamatan secara sistematis terhadap 

orang, tempat,benda biasanya dilakukan terhadap orang atau 

benda dilakukan karena ada hubungan atau mencari 

hubungannya dengan orang yang diamati/orang tertentu. 

Pembahasan mengenai surveilance pada prinsipnya dilakuan dan 

membutuhkan beberapa hal demikian: 

1) Subjek adalah orang,tempat atau benda yang diamati 

dilingkungan pengawasan. 

2) Surveilance adalah penyelidik reserse yang melakukan 

surveillance. 



 

3) Contact adalah orang yang dihubungi subject  

4) Convoy adalah orang yang membantu subject untuk 

mengikutinya guna mengawasi apakah ada orang yang 

mengawasi subject 

5) Decoy adalah orang yang membantu subject untuk 

mengalihkan perhatian/menyesatkan surveillance.26 

d. Undercover  

Undercover dilakukan untuk keperluan penyelidikan yang 

mungkin didapatkan dengan cara cara tersebut oleh sebab itu 

diperlukan dengan cara penyusupan kedalam sasaran sehingga 

didapatkan keterangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

undercover adalah:  

1) Mempelajari data sasaran dan cermat dan teliti 

2) Kelengkapan administrasi  

3) Memindahkan segala catatan/arsip resmi baik yang berada 

dikantor maupun dirumahnya  

D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembunuhan  

Pembunuhan merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh 

manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al-Maidah : 27-30 Qs Al 

Maidah : ayat 27  

َ  عَليَْهِمْ  وَاتلْ   ِ   اٰدمََ  ابْنيَْ  نبَاَ باَ اِذْ  باِلْحَق  ق قرََّ  ُ ي وَلَمْ  احََدِهِمَا مِنْ  فتَ ق ب لَِ  رْبَاناً  ُ  مِنَ  تقََبَّلْ 

خَر ِ  اقَْت لنََّكَ لَ      قاَلَ  الْْٰ تَّقِيْنَ  مِنَ  اٰللّ   يتَقََبَّل   انَِّمَا قاَلَ       الْم 

                                                
26 Knofrianto, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Daulat Hukum,  

Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hal. 86. 
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Artinya : ceritakanlah (Muhammad) kebenaran kepada mereka tentang 

kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka 

(kurban) salah satu dari mereka berdua (Habil) diterima dan dari yang lain 

(Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata, “Sungguh, aku pasti 

membunuhmu!” Dia (Habil) berkata, “Sesungguhnya Allah hanya menerima 

(amal) dari orang yang bertakwa.” 

 

بِبَاسِط انَاَ   مَا   لِتقَْت لنَيِْ  يَدكََ  الِيََّ  بَسَطْتَّ  لىَِٕنْ    ُ خَاف  اَ  انِ يِْ   لَِْقْت لَكَ   الِيَْكَ  يَّدِيَ    الْعٰلَمِيْنَ  رَبَّ  اٰللَّ  
 

28. ”jika engkau (Qabil) menjangkau tanganmu kepadaku untuk 

membunuhku, saya tidak akan menjangkau tanganku kepadamu untuk 

membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.” 

 

اَ  انَْ  ا رِيْد   انِ يِْ   مِيْ باِِثْ  تبَ وْْۤ ا وَذٰلِكَ  النَّارِ   اصَْحٰبِ  مِنْ  فتَكَ وْنَ  وَاثِمِْكَ   ؤ  الظ جَزَاْۤ  ُ  لِمِيْن َ ُٰ
 

29. ”Sesungguhnya aku berharap kamu kembali dengan (membawa) dosa 

(membunuh)ku dan dosamu sendiri, kemudian engkau akan menjadi 

penghuni neraka; dan itulah balasan bagi orang yang zalim.” 

 

عَتْ   الْخٰسِرِيْنَ  َُمِن فاَصَْبَحَ  فقَتَلََه   اخَِيْهِ  قتَلَْ  نفَْس ه   لَه   طَوَّ
 

30. bahwa  nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, 

kemudian dia  (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia tergolong 

orang yang rugi. 

 

Adapun Ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan perbuatan tindak 

pidana pembunuhan antara lain disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 178  

ايَُّهَايٰ   قتَلْٰى  الْ  فىِ الْقِصَاص   عَليَْك م   ك تبَِ  اٰمَن وْا الَّذِيْنَ   رُّ   ر ِ  الَْح  لْعبَْدِ باِ وَالْعبَْد   باِلْح   وَالْْ نْثٰى 

وْفِ بِ   فاَت بِاَع  شَيْء   اخَِيْهِ  مِنْ  لَه   ع فِيَ  فَمَنْ  باِلْْ نْثٰى   الْمَعْر  ء     تخَْفِيْف   ذٰلِكَ    باِِحْسَان   الِيَْهِ  وَادَاَْۤ

نْ  ب ِك مْ  مِ   الَِيْم   اب  َُعَذ فلََه   ذٰلِكَ  بَعْدَ  اعْتدَٰى فَمَنِ   وَرَحْمَة   رَّ
 

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan qiṣāṣ atas kamu berkenaan 

dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 

hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang 

mendapat ampunan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) 

mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) 

membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik 

(pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan 

suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya 

siksa yang sangat pedih. (Qs. Al-Baqarah : 178) 

 



 

Berdasarkan pada ayat-ayat tersebut, maka tindak pidana pembunuhan 

dalam hukum Islam terbagi menjadi tiga bagian:  

1. Pembunuhan disengaja  

Pembunuhan yang disengaja adalah Qatlu al-'Amd dalam bahasa 

Arab. Secara etimologis, kata Arab Qatlu al-'Amd terdiri dari dua kata, 

yaitu al-Qatlu dan al-'Amd. Al-Qatlu artinya perbuatan yang dapat 

menghilangkan jiwa. Dan kata al-'Amd memiliki arti kesengajaan dan 

kesengajaan. Pembunuhan yang disengaja di sini berarti Mukalaf dengan 

sengaja (dan direncanakan) untuk membunuh jiwa yang darahnya 

dilindungi dengan cara atau alat yang biasanya dapat membunuh.  

Definisi pembunuhan dengan sengaja terbagi dalam dua jenis:  

1. Membunuh Dirinya Sendiri (Bunuh Diri).  

Jiwa manusia bukan miliknya pribadi, tetapi  milik penciptanya. 

Jiwa adalah amanah yang harus dijaga. karena itu dilarang bunuh 

diri atau merusaknya tanpa ada alasan yang jelas dan  Juga tidak 

boleh beraktifitas dengan anggota tubuhnya kecuali yang 

mendatangkan manfaat. Karena itulah Allah SWT  menjadikan 

perbuatan bunuh diri termasuk dosa besar, karena terdapat  

pelanggaran amanah dan sikap tidak rela dengan ketetapan dan 

takdir Allah SWT. Perbuatan ini dilarang dengan firman Allah:  

نَك مْ بيَْ  أمَْوَالَك مْ  تأَكْ ل وا لَْ  آمَن وا الَّذِينَ  أيَُّهَا ياَ ارَةً تِجَ  تكَ ونَ  أنَْ  إِلَّْ  باِلْباَطِلِ    عَنْ  

َ  إِنَّ    أنَْف سَك مْ  تقَْت ل وا وَلَْ    مِنْك مْ  ترََاض     رَحِيمًا بِك مْ  كَانَ  اللَّّ
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan  

berjualan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah 

maha penyayang kepadamu. an-Nisâ`/4:29 

  

Sejalan dengan itu, Nabi Muhammad juga bersabda: 

هَنَّمَ جَ  ناَرِ  فيِ فَه وَ  نفَْسَه   فقَتَلََ  جَبلَ   مِنْ  ترََدَّى مَنْ   خَل   خَالِداً فيِهِ  يتَرََدَّى   فيِهَا داًَُم 

ا تحََسَّى وَمَنْ  أبََداً ه   نفَْسَه   فقَتَلََ  س مًّ الِداًخَ  جَهَنَّمَ  ناَرِ  فيِ يتَحََسَّاه   دِهِ َُي فيِ فَس مُّ  

خَلَّداً مَنْ وَ  أبََداً فيِهَا م  نِهِ بَطْ  فيِ بِهَا يجََأ   يَدِهِ  فيِ دِيدتَ ه  َُفَح بِحَدِيدةَ   نفَْسَه   قتَلََ    فيِ 

خَلَّداً خَالِداً جَهَنَّمَ  ناَرِ    أبََداً فيِهَا م 

Artinya: Siapa yang bunuh diri dengan terjun dari atas bukit maka ia 

berada di neraka jahanam dalam keadaan terjun padanya dan kekal 

selamanya. Siapa yang bunuh diri dengan meminum racun dan mati 

dalam keadaan racunnya ada ditangannya, maka dia akan 

meminumnya di neraka jahanam selamanya. Siapa yang bunuh diri 

dengan menggunakan besi, kemudian besinya berada ditangannya 

maka dia kan menusuk-nusuk perutnya dengan besi di neraka 

jahanam selamanya. [al-Bukhâri no. 5333] 

 

2. Membunuh Orang Lain. Allah Azza wa Jalla dengan tegas melarang 

membunuh jiwa manusia dengan sengaja dan mengancam pelakunya 

dengan ancaman yang berat. Allah Azza wa Jalla berfirman: 

ؤْمِناً يقَْت لْ  وَمَنْ   داً م  تعََم ِ ه   م  الِداًخَ  جَهَنَّم   فَجَزَاؤ  لَعنََه  وَ  عَليَْهِ  اللَّّ   وَغَضِبَ  فيِهَا   وَأعََدَّ  

  عَظِيمًا عَذاَباً لَه  

Aturan Allah yang Disyariatkan Untuk Hamba-Nya Dan barangsiapa 

membunuh seorang Mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah 

jahannam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan 

mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.[an-

Nisâ`/4:93] 

 

 

 

 



 

2.  Pembunuhan Semi Disengaja  

Pembunuhan Semi disengaja yaitu pembunuhan yang melengkapi 

tiga syarat: Korban adalah orang yang dilarang dibunuh,perbuatan 

terhadapnya menimbulkan  kebiasaan umum untuk tidak membunuh dan 

perbuatan itu dilakukan  sengaja,seperti memukul dengan batang sapu, 

melempar dengan sandal dan tindakan serupa yang disengaja. Tindakan 

tersebut disengaja, artinya sengaja memukul tetapi tidak bermaksud 

membunuh. Islam menutup semua jalan yang menyebabkan 

terbunuhnya seorang Muslim, Rasulullah bersabda, “Janganlah 

seseorang di antara kalian mengarahkan senjatanya kepada saudaranya, 

karena dia tidak tahu, bisa jadi setan melepaskan kedua tangannya 

sehingga dia akan jatuh ke dalam lubang api neraka.” Diriwayatkan oleh 

al-Bukhari dan Muslim. 

3. Pembunuhan Tidak Disengaja 

Pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang tidak 

direncanakan untuk dilakukan atau tindakan itu tersebut melibatkan  

orang yang bukan  sasarannya. Artinya, pelaku tidak sengaja melakukan 

suatu perbuatan yang menyebabkan kematian dan tidak bermaksud 

membunuh korban. 

Pembunuhan tidak sengaja merupakan  pelaku sama sekali tidak 

memiliki niat untuk memukul dan tidak pula membunuh korban 

Pembunuhan tidak sengaja merupakan tindak pidana yang dilakukan 

dengan tidak sengaja dengan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak 
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dikehendakioleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, 

yang berbunyi :“Barang siapa karena kelalaiannya  menyebabkan 

matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 

tahun atau kurungan paling lama satu tahun.” 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Peran Satuan Reserse Dalam Mengungkap Tindak Pidana 

Pembunuhan Berencana di Polres Brebes 

Satuan reserse merupakan bagian dari kepolisian negara yang sangat 

penting  berperan aktif dalam mencari solusi masalah kesehatan dan satuan 

reserse meiliki tugas penting  dalam mengungkap  tindakan pidana.27  

Kronologi kasus pembunuhan berencana :  

Ahmad Jamaludin sedang memesan ojol yang dikemudikan korban 

ketika bersiap pulang ke rumahnya di Brebes dari salah satu mal yang 

berada di Kota Tegal. Pelaku itu adalah  karyawan  warung makan di 

Jakarta. Pria yang  dipanggil Jamal mengaku membunuh korban karena 

ingin menguasai motor korban. Dia bertemu korban saat memesan ojek 

online untuk pulang ke desanya. "Saya baru pulang dari Jakarta, usai bekerja 

di warung pecak lele di Jakarta. Ketemu korban karena saya memesan ojek 

untuk pulang," kata Jamal di Mapolres Brebes, Jumat (11/6/2021). 

Rabu 9 Juni 2021- Pukul 02.00 WIB Pelaku turun dari bus di Kota 

Tegal usai pulang dari Jakarta. Kemudian ia memesan ojol untuk 

mengantarnya pulang ke Desa Sengon, Brebes Saat itu Slamet sedang 

mengantarkan penumpang dari perempatan Pasific Mal Kota Tegal sekitar 

pukul 02.00 WIB, Rabu (8/6/2021). 

                                                
27 Tim Yuridis .id https://yuridis.go.id Rabu 28 juli 2021-9:42 Am  

Wawancara dengan Kasat Rekrim Polres Brebes 
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Pukul 02.30 WIB Pelaku bertemu korban dan sepakat mengantar ke 

desa tujuan. Pukul 03.30 WIB Sampai di Flyover Kramat Sampang, Brebes, 

Jamal memukul kepala bagian belakang korban beberapa kali karena 

kehilangan keseimbangan dan kesadaran korban terjatuh dan tidak sadarkan 

diri. Selanjutnya pelaku mengumpulkan ranting daun kering, jerami dan 

membakar tubuh korban. Usai membakar, korban melarikan diri Kamis 10 

Juni 2021 Polisi mengungkap bahwa korban yang sebelumnya mayatnya 

ditemukan tanpa identitas pada Rabu (9/6) pagi."Korban namanya Slamet 

Ariswanto, pekerja ojek online asal Kabupaten Tegal," ungkap KBO 

Reskrim Polres Brebes, Iptu Puji Haryati, saat dihubungi, Kamis 

(10/6).Jumat 11 Juni 2021- Pukul 14.30 WIB Pelaku ditangkap tim Resmob 

Polres Brebes di rumahnya di Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Brebes. 

Motif pelaku ingin menguasai motor korban. Polres Brebes, Rabu 

(14/7/2021) menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan driver ojek online 

yang jenazahnya ditemukan dalam keadaan gosong di flyover Desa Kramat 

sampang Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Dalam  reka ulang itu, 

tersangka Ahmad Jamaludin (21)  dihadirkan langsung di tempat kejadian 

peristiwa (TKP) dengan dikawal ketat kepolisian. Tampak Jaksa Penuntut 

Umum (JPU) dari Kejari Brebes menyaksikan langsung jalannya 

rekonstruksi. Kanit I Satreskrim Polres Brebes Aiptu Titok Ambar Pramono 

mengungkapkan, tersangka memperagakan 24 adegan. Mulai dari awal 

memesan ojek, menganiaya, hingga membakar  korbannya. "Reka ulang 

untuk kelengkapan terkait kasus ini. Rekontruksi tadi memperagakan dari 



 

awal pelaku ketemu korban hingga korban ditemukan warga dalam keadaan 

meninggal dunia dan keadaan tubuh yang gosong akibat dibakar 

menggunakan ilalang," kata Titok kepada wartawan, Dalam rekonstruksi, 

polisi menghadirkan bibi dari tersangka sebagai saksi. Orang tersebut 

sebelumnya sempat menitipkan  sepeda motor korban oleh pelaku. "Pelaku 

memperagakan sedikitnya 24 adegan. Termasuk saat pelaku membakar 

korban dengan ilalang dan semak-semak rumput kering menggunakan korek 

api yang ada di saku pelaku," kata Titok. 

Jalannya rekonstruksi, bahwa tersangka memukul korban dengan 

tangan kosong berulang kali, sampai akhirnya korban terjatuh dari 

motornya. Diketahui, alasan tersangka melakukan aksi begal karena ingin 

memiliki sepeda motor milik driver ojek online. Sebelumnya, tersangka 

baru saja pulang dari Jakarta. Sementara aksi pembakaran, dengan maksud 

untuk menghilangkan jejak. "Pengakuan pelaku membakar korban karena  

melihat tayangan di televisi untuk menghilangkan jejak," kata Titok. Titok 

mengatakan, tersangka terjerat Pasal 365 Ayat 3 atau 338 KUHP dan pasal 

340 KUHP  dan ancaman kurungan penjara 15 tahun. 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh reserse di tempat kejadian 

perkara atau TKP untuk mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan 

berencana daerah sebagai berikut: 

1. Mengamankan atau menutup tempat kejadian perkara atau TKP untuk 

demi kemurniaan lokasi. 

2. Mencari dan mengumpulkan Barang bukti yang ada di tempat 
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kejadian perkara atau TKP. 

3. Membuat gambaran  atau tempat kejadian perkara TKP dan 

melakukan pemotretan. 

4. Mencari dan mengumpulkan saksi-saksi baik yang mendengarkan 

mengetahui maupun melihat kejadian pembunuhan tersebut untuk 

dimintai keterangan.  

Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Polres Brebes Aiptu Titok 

Ambar Pramono, SH Berdasarkan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres 

Brebes pada hari Senin 18 Oktober 2021 pukul 13.00 wib di ruangan 

resmob Brebes dan ruangan unit 1 mengatakan bahwa peran satuan reserse 

dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana reserse 

merupakan bagian yang sangat penting atau ujung tombak kepolisian dalam 

mengungkap kasus kejahatan salah satunya kejahatan tindak pidana 

pembunuhan berencana. Dalam hal ini peneliti bertanya kepada informan 

mengenai cara kerja Reserse dalam mengungkap kasus tindak pidana 

pembunuhan berencana di Polres Brebes :  

1. Mencari identitas korban. 

2. Menelusuri orang terdekat korban untuk menentukan motif dan modus 

pembuktian.  

3. Melakukan pemeriksaan berdasarkan alibi.  

4. Menelusuri berita orang hilang.  

5. Melakukan suatu tindak penyidik untuk mencari saksi dan bukti 

Serangkaian penyidik : Pembunuhan : Lidik (penyelidikan) / mencari 



 

barang bukti pasal 184 KUHAP. 

Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat 

petunjuk dan keterangan terdakwa alat bukti surat yang dikenal dengan 

KUHAP masuk dalam documentary evidence : 

1. Sidik : Pemberkasan dengan segala penangkapan, penggledahan, 

penyitaan dll, dan pemberkasan demi hukum. 

2. P21 : Tahap II JPU pengiriman tersangka dan barang bukti. 

3. Lidik sidik : Gelar perkara untuk mengeluarkan keterangan tersangka 

layak atau tidaknya sebagai tersangka. 

Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Polres Brebes Aiptu Titok 

Ambar Pramono,SH. Berdasarkan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres 

Brebes pada hari Senin18 Oktober 2021 pukul 13.00 wib di ruangan resmob 

Brebes dan ruangan unit 1 mengatakan bahwa peran satuan reserse dalam 

mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana reserse merupakan 

bagian yang sangat penting atau ujung tombak kepolisian dalam 

mengungkap kasus kejahatan salah satunya kejahatan tindak pidana 

pembunuhan berencana. Dalam hal ini peneliti bertanya kepada informan 

mengenai upaya paksa dalam penyidikan 28 

1. Upaya Paksa Dalam Penyidikan : 

Dalam melakukan penyidikan dapat dilakukan tindakan 

pemaksaan yang meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dokumen. 

                                                
28 Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Brebes 
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Upaya paksa merupakan salah satu kegiatan penyidikan yang 

dilakukan oleh penyidik POLRI yang diatur dalam pasal 15 peraturan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 yaitu 

kegiatan penyidikan dilakukan secara bertahap melalui :  

a. Penyelidikan  

b. Pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)  

c. Upaya paksa  

d. Pemeriksaan  

e. Gelar perkara  

f. Penyelesaian berkas perkara  

g. Penyerahan berkas perkara ke JPU ( Jaksa Penuntut Umum )  

h. Penyerahan tersangka dan barang bukti  

i. Penghentian penyidikan  

Pasal 26 menyatakan bahwa upaya paksa yang diatur dalam 

pasal 15 huruf c meliputi :  

a. Pemanggilan  

b. Penangkapan 

c. Penahanan  

d. Penggledahan  

e. Penyitaan  

f. Pemeriksaan surat  

Perbedaan penyidik dan penyelidik, penyidikan dan 

penyelidikan, dapat kita simpulkan berdasarkan pengertiannya. Pasal 



 

1 angka 1, angka2, angka 4, dan angka 5 Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) memberikan pengertian mengenai 

penyidik, penyidikan, penyelidik, dan penyelidikan sebagai berikut : 

a. Pasal 1 angka 1 KUHAP 

“Penyidik adalah petugas polisi negara Republik Indonesia atau 

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang 

khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” 

 

b. Pasal 1 angka 2 KUHAP 

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk 

mencari dan mengumpulkan barng bukti dengan bukti itu 

menerangkan tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk 

menemukan tersangkanya.” 

c. Pasal 1 angka 4 KUHAP 

“Penyelidik adalah petugas polisi negara Republik Indonesia 

yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan 

penyelidikan.” 

d. Pasal 1 angka 5 KUHAP 

“Penyelidikan adalah suatu tindakan penyelidik untuk mencari 

dan menemukan suatu kejadian yang diduga sebagai tindak 

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
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2. Upaya Extra Penyidik Perkara Pembunuhan : 

a. Reka ulang setelah mendapat pengakuan dari terdakwa dan 

dibuat rekontruksi penyidik menghadapkan JPU dan pengacara 

tersangka. 

b. Visum/otopsi : untuk menentukan penyebab kematian. 

Contoh dipukul orang tiba-tiba pusing dan masuk ke jurang.  

KUHAP pidana ancaman 5 tahun keatas wajib didampingi  

pengacara. Pengacara pribadi Penyidik wajib menunjuk penasehat 

hukum dari LBH Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Polres 

Brebes AKP Tito, SH. Berdasarkan wawancara dengan Kasat Reskrim 

Polres Brebes pada hari Senin 18 Oktober 2021 pukul 13.00 wib di 

ruangan resmob Brebes dan ruangan unit 1 mengatakan bahwa peran 

satuan reserse dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan 

berencana reserse merupakan bagian yang sangat penting atau ujung 

tombak kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan salah satunya 

kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam hal ini 

peneliti bertanya kepada informan mengenai perbedaan Reserse dan 

Intel 29 

3. Perbedaan antara Reserse dan Intel : 

a. Reserse : Melakukan penelusuran dan bertugas melakukan 

kegiatan rahasia (penyelidikan dan penyidikan) untuk mencari 

dan mengumpulkan informasi maupun bukti dalam rangka 

                                                
29 Nidaur Rahmah httpa://www.pengadaan barang.co.id  



 

investigasi untuk mengungkap suatu kejahatan guna 

menemukan tersangkanya.  

b. Intel : mengumpulkan bahan keterangan / informasi-informasi 

untuk kebutuhan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka 

pencegahan gangguan30 dan peringatan masalah dan 

perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam 

masyarakat sera dapat mengidentifikasi ancaman gangguan atau 

hambatann terhadap Kamtibmas. 

4. Tugas dan kewenangan reserse : 

a. Lidik (melaksanakan penyidikan) 

Lidik adalah perbuatan untuk mencari dan menemukan 

suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana guna 

mempertimbangkan  dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 

menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana.  

b. Sidik (melaksanakan penyelidikan dan koordinasi terhadap 

PPNS). 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan 

perundang-undangan yang ada.  

c. P21 tahap 2 JPU.  

d. P21 adalah pemberitahuan susulan hasil penyidikan sudah 

                                                
30 Susi, Tribratanews. Kepri.polri.go.id 28 November  

Shanti Rachmadsyah 20 juli 2010 https://hukum online.com  

https://hukum/
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lengkap.  

e. Tindak pidana. 31 

5. Macam-macam / unit-unit Reserse :  

a. Pidana umum (pidum) Unit 1  

1) Satuan unit pidum (pidana umum) melakukan 

penyelidikan tindak pidana yang menyangkut 

pengancaman, pembunuhan, pengeroyokan, penganiayaan, 

serta kejahatan lainnya yang menyangkut tubuh jiwa dan 

kehormatan orang agar dapat dilakukan penyidikan. 

2) Melakukan pemeriksaan terhadap korban saksi dan pelaku 

tindak pidana yang bersangkutan langsung dengan tindak 

pidana tersebut. 

3) Melakukan pengecekan tertib administrasi terhadap proses 

lidik dan sidik tindak pidana sampai ke pemberkasan dan 

ketingkat JPU.  

4) Koordinasi penyidikan tindak pidana. 

5) Menyiapkan gelar perkara tindak pidana. 

6) Koordinasi dalam penggledahan dan penyitaan. 

b. Unit identifikasi dan Masalah korupsi Unit 2  

Bertugas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk 

mencari sidik jari pelaku atau korban dan bukti-bukti yang lain 

yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang ada disekitar TKP.  

                                                
31 Wawancara dengan kasat Reskrim Polres Brebes 



 

c. Tindak pidana tertentu UU Lex Specialis / UU Khusus UU 

TPPU, Unit 3. 

d. PPA (perlindungan perempuan dan anak) UU KDRT, 

Perlindungan anak, perdagangan orang. 

e. Reserse Pidana umum dan Pidana khusus.  

f. Pidana umum bertugas melakukan investigasi, dan mengawasi 

investigasi tindak kriminal umum termasuk fungsi identifikasi 

dan laboratorium forensik ditempat kejadian. 

g. Pidana khusus bertugas melaksanakan penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana khusus sesuai dengan hukum dan 

mengkoordinasikan pengawasan profesional dan pengelolaan 

pekerjaan penyidikan badan keamanan publik penyidikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Contoh tindak pidana khusus :  

a. Tindak pidana pencucian uang  

b. Tindak pidana terorisme 

c. Tindak pidana psikotrropika 

d. Tindak pidana narkotika  

e. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik  

f. Tindak pidana pornografi  

g. Unit penyidikan  
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Bertugas melakukan penyidikan tindak kejahatan yang terjadi 

dari mulai kesaksian saksi pemeriksaan tersangka barangbukti sampai 

dengan membuat berkas perkara 32. 

Unit laboratorium forensik melakukan pengecekan dan 

penelitian terhadap barangbukti yang sulit diselidiki oleh unit 

identifikasi seperti cek DNA, Sperma, Darah, Urine, dan obat-obatan.  

7. Penyelidikan Terbuka Dan Tertutup : 

a. Penyelidikan terbuka : Penyelidikan dilakukan dengan cara 

terang-terangan dan tidak menyembunyikan identitas kepolisian.  

b. Penyelidikan tertutup : Tidak pernah menunjukan jati diri 

sebagai polisi untuk melakukan penyidikan 33. 

8. Wewenang Penyidik :  

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

adanya tindak pidana.  

b. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian. 

c. Memerintahkan tersangka untuk berhenti dan memeriksa 

identitas tersangka. 

d. Melakukan penangkapan, penahanan penggledahan dan 

penyitaan34. 

9. Cara Olah TKP/SKETSA : 

                                                
32 Wawancara dengan Kasat Reskrim AKP Tito SH (Brebes, 18 Oktober 2021 ) 
33 Sri Rahayu, Mexsasai Indra,Erdiansyah diterbitkan Oktober 2016 Fakultas Hukum Universitas 

Riau peran penyidik reserse criminal unit ii  
34 https://kamushukumweb.id 



 

Menggunakan Rekontruksi dan foto TKP atau gambaran tempat 

terjadinya perkara disuatu produk agar jaksa penuntut umum 

memperoleh atau mendapatkan gambaran sebelum berkas perkara 

dikirimkan sesuai pasal 363 aayat 1 KUHP 35 

Beberapa cara menggambar sketsa tempat kejadian perkara yaitu :  

a. Gambar proyeksi silang : menggambarkan semua temuan 

ditempat kejadian perkara.  

b. Gambaran 3 dimensi yaitu : mampu menimbulkan kesan adanya 

ruang pada situasi ditempat kejadian perkara.  

Pihak satuan Reserse dibantu oleh petugas identifikasi meneliti 

dan mengolah TKP sedemikian rupa sehingga gambaran tentang 

terjadinya suatu tindak pidana dapat diketahui dengan jelas. 

10. Cara Penanganan Korban Mati :  

a. Jangka waktu matinya korban baik diperoleh dari lebam 

mayatatau tanda-tanda pembusukan. 

b. Cara kematian korban mati (ditembak, ditusuk, dicekik).  

c. Sebab-sebab kematian korban pembunuhan. 

d. Adanya perubahan posisi tubuh  mayat pada saat pemeriksaan  

pada saat  terjadinya peristiwa yang menyebabkan kematian itu.  

e. Membuat tanda garis pada  posisi mayat sebelum dikirim ke 

rumah sakit.  

f. Setelah sidik jarinya  dikumpulkan mayat  dikirim ke rumah 

                                                
35 M. Riqi Hengki Fakultas Hukum Palembang Program kekhususan pidana 30 juli 2019 17:52 
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sakit untuk dimintakan visum et repertum (VER). 

Bahan masukan awal melakukan instansi lewat petugas 

kesehatan dan mengecek apakah jenaah tersebut ada luka yang tidak 

wajar dan polisi atau dokpol membawa jenaah ke RS untuk dilakukan 

otopsi 36. 

11. Cara Penanganan Saksi : 

a. Melakukan interview dengan mengajukan pertanyaan kepada 

pihak yang diperkirkan melihat kejadian tersebut.  

b. Menginterogasikan secara singkat kepada saksi yang diduga 

terlibat dalam tindak pidana yang terjadi untuk mendapatkan 

informasi-informasi dan intruksi lebih lanjut. 

c. Melakukan tindakan  pemeriksaan terhadap korban, sikap 

korban dan membawanya kerumah sakit atau dokter ahli untuk 

dimintakan visum et repertum (VER). 

d. Menggunakan upaya paksa. 

Upaya paksa adalah suatu kewenangan atau sekumpulan 

tindakan yang diberikan Undang-undang kepada aparat penegak 

hukum (polisi, penyidik, jaksa, dan hakim) untuk melakukan 

penyitaan kebebasan yaitu berupa penangkapan, penahanan, 

penggedahan, penyitaan, dan pemeriksaan dokument. 

 

 

                                                
36 Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Brebes Senin,18 Oktober 2021 13.00 



 

12. Cara Penanganan Pelaku : 

Penyidik dan waktu penahanan selama 20 hari pertama dan jika 

belum selesai penyidik meminta ijin ke kejaksaan untuk meminta ijin 

40 hari ke kejaksaan dan 60 hari ke pengadilan 30 hari ke pengadilan 

negeri setempat, dan lebih hari 30 hari pengadilan tinggi dan 50 hari 

tidak selesai batal demi hukum atau 5 bulan tidak selesai maka batal 

demi hukum 37 

Untuk menangani pelaku yang diduga terlibat dalam peristiwa 

pidana yang diketahuinya, maka pihak satuan Reserse memandang 

penting untuk meneliti dan mengamankan barang bukti yang ada pada 

pelaku dan bau yang melekat pada pakaiannya.  

Kemudian melakukan pemeriksaan singkat untuk memperoleh 

informasi sementara, mengenai hal yang dilakukannya sendiri maupun 

keterlibatan orang lain yang berhubungan dengan kejadian. . 

Bahwa dalam penanganan barang bukti satuann Reserse dituntut 

untuk selalu berhati-hati dan selalu beranggapan bahwa barang yang 

tidak berarti mungkin sangat berharga sebagai barang bukti Oleh 

karena itu didalam melaksanaakan tugas-tugasnya Satuan Reserse 

mempertimbangkan dengan melihat bentuk atau macam barang bukti 

yang akan diambil atau dikumpulkan antara lain sebagaai berikut :  

a. Pada jalur keluar masuknya pelaku :  

1) Bekas ban kendaraan  

                                                
37 TD Pratiwi 2014 tentang prosespenyidikan tindak pidana https://repository.unair.ac.id 
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2) Bekas kaki sandal atau sepatu  

3) Jejak putung rokok, sandal  

b. Pada tempat masuk dan keluar : 

1) Sidik jari  

2) Bekas kaki 

3) Rambut  

c. Pada korban mati :  

1)   Darah  

2) Pakaian  

3) Luka  

d. Bukti-bukti lain yang berkaitan dengan kejahatan yang akan 

diteliti. 

13. Tata Cara Pengambilan Barang Bukti 

a. Mencari alat bukti  

b. Dari proses lidik, sidik dimintai keterangan dari surat 

pengadilan, dan lewat P21  

c. Tata cara pengambilan barang bukti:  

d. Barang bukti TKP  

e. Barang bukti berdasarkan petunjuk jaksa P19  

f. Penanganan penyidik mengeluarkan surat perintah dan upaya 

paksa penggedahan dan paksaan dengan mempertimbangkan 



 

lidik 38 

14. Tata Cara Penanganan Barang Bukti  

a. Pisau yang ada sidik jarinya  

1) Menggunakan tali yang di ikatkan pada pangkal pisau dan 

diangkat dengan ibu jari dan telunjuk dan tidak 

menggemgamnya. 

2) Meletakan pada sebuah karton tebal di ikat dengan benang 

yang kuat.  

3) Dimasukan kedalam kotak agar tidak bergeser.  

4) Kemudian dibungkus dan diberi label.  

b. Anak peluru :  

1) Diambil dengan ujung telunjuk dan ibu jari agar tidak 

menambah goresan yang ada. 

2) Apabila anak peluru lebih dari satu maka peluru tersebut 

harus dibungkus sendiri-sendiri dan disertai label.  

c. 3 macam perbedaan sidik jari  

1) Jejak jari  dapat dilihat seperti   jari-jari yang kotor karena 

tanah, oli darah. 

2) Jejak jari latent dikembangkan dengan metode serbuk atau 

metode kimia sebelum dapat dilihat jejak jari  

15. Hambatan Reserse : 

a. Hilangnya identitas korban  

                                                
38 Irawan Harahap, Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia merdeka.com 20 Oktober 2021 
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b. Tenggang waktu  

c. Minimnya saksi  

d. Minimnya barang bukti 39 

16. Cara Mengatasi Hambatan Reserse  

a. Mencari alat bukti yang lain. 

b. Menyakinkan hakim dan jaksa penuntut umum dengan 

mempertimbangkan ilmu yang lain dari ahli toksin ahli 

teknologi dan koordinasi dengan jaksa.. 

17. Cara reserse membuktikan dan mengungkap bahwa korban tersebut 

bunuh diri atau tidak 

Dengan cara melakukan serangkaian kegiatan penyidik seperti : 

lidik sidik dan tindak pidana 40 

a. Lidik : menggunakan serangkaian yang telah dilakukan oleh 

penyidik yaitu melalui penyelidikan akan ada titik terang dari 

suatu kasus tindak pidana dan akan jelas kejadian perkara 

tersebut korban bunuh diri atau kecelakaan atau pembunuhan.  

b. Sidik : menggunakan penyidikan untuk mendapatkan info dan 

keterangan yang jelas dengan menarik barang bukti dan saksi-

yang melihat secara detail tentang kejadian yang berlangsung 

agar penyidik mempunyai gambaran apa yang telah terjadi. 

 

 

                                                
39 Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Brebes  

Petty Dyah Permata Universitas Muhamadiyah Surakarta Tentang tindak pidana pembunuhan  



 

Selain penjelasan diatas peran reserse dalam mengungkap tindak 

pidana pembunuhan berencana reserse mempunyai peran 

penting diantaranya sebagai berikut:  

Melakukan penyelidikan dalam sebuah perkara atau kasus salah 

satu peran nya termasuk melakukan olah TKP tata cara olah 

olah TKP dengan menggunakan rekontruksi atau gambaran 

tempat terjadinya perkara, melakukan identifikasi korban dalam 

suatu kasus melakukan pembuktian bahwa kejadian tersebut 

termasuk kedalam kecelakaan atau bunuh diri, mencari barang 

bukti yang ada di TKP dan mencari saksi mata salah satunya 

dengan melakukan penelusuran yang tercantum dalam pasal 184  

 

peran penyidik juga melakukan reka ulang yang diperagakan 

oleh team penyidik dan dilihat lansung oleh JPU setelah 

mendapat pengakuan dari terdakwa, melakukan otopsi atau 

visum lewat petugas kesehatan atau rumah sakit terdekat untuk 

menentukan penyebab kematian korban murni karena 

kecelakaan atau ada unsur tindak pidana  

Seprti sengaja dibunuh reserse juga berperan aktif dalam hal 

penangkapan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka  

 

Reserse mempunyai peran dalam suatu kasus dengan cara 

melakukan penyelesaian berkas ada 2 cara dalam menanggapi 
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suatu kasus tindak pidana diantara nya sebagai berikut terdapat 2 

cara Lidik dan sidik  

Lidik bisa diartikan sebagai penyelidikan dalam mencari barang 

barang bukti sedangkan sidik diartikan sebagai pemberkasan 

dengan segala penangkapan penggeledahan dan pemberkasan 

demi hukum, Lidik sidik adalah kegiatan untuk melakukan gelar 

perkara untuk mengutarakan keterangan dari tersangka atau 

lebih tepat nya suatu proses keterangan yang dimaksud adalah 

layak atau tidak nya seseorang itu untuk dijadikan sebagai 

tersangka  

Selanjutnya reserse melakukan B21 tahap pertama arrtinya 

mencari dan mengumpulkan semua barang bukti dan dijadikan 

satu kedalam sebuah document untuk dikirimkan ke JPU  

B21 tahap 2 diartikan sebagai pengiriman tersangka dan barang 

bukti ke kejaksaan 

B. Hambatan Dan Solusi Reserse Dalam Mengungkap Tindak Pidana 

Pembunuhan Berencana Di Wilayah Polres Brebes  

Berdasarkan hasil penelitian diPolres Brebes mengalami hambatan oleh 

karena itu Reserse harus berupaya secara semaksimal mungkin untuk 

mendapatkan solusi untuk memecahkan hambatan-hambatan tersebut. 

Hambatan-hambatan antara lain: Hilangnya identitas korban. 

Tenggang waktu. Minimnya saksi / sulitnya mencari orang yang akan 

dijadikan saksi kejadian.Minimnya barang bukti/ sulitnya ditemukan barang 



 

bukti.Rusaknya tempat kejadian perkara (TKP).Keterangan tersangka 

berbelit-belit dan tidak mau terus terang mengakui perbuatannya. 

Kurangnya pelatihan dan pendidikan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) 

bagi anggota Reserse Unit Identifikasi. 

Adanya perbedaan penafsiran oleh saksi ahli.Adanya perbedaaan 

pendapat dengan jaksa penunntut umum dalam keterangan kematian korban.  

Apabila menurut saksi ahli kehakiman diterangkan bahwa matinya korban 

karena penganiayaaan dengan senjata tajam sehingga penyebab kematian 

diterapkan kehabisan darah.Jaksa berpendapat lain dengan saksi ahli yang 

menyatakan kematian korban karena makar (sengaja dibunuh) okeh karena 

jaksa berpedoman pada maksud dari tersangka. 

Hasil wawancara dengan Kasat Reserse Polres Brebes AKP Tito, SH. 

Berdasarkan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Brebes pada hari 

Senin 18 Oktober 2021 pukul 13.00 wib di ruangan resmob Brebes dan 

ruangan unit 1 mengatakan bahwa peran satuan reserse dalam mengungkap 

tindak pidana pembunuhan berencana reserse merupakan bagian yang 

sangat penting atau ujung tombak kepolisian dalam mengungkap kasus 

kejahatan salah satunya kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana. 

Dalam hal ini peneliti bertanya kepada informan mengenai hambatan 

Reserse yaitu hilangnya identitas korban sehingga tidak dapat dikenali 

korban tersebut, rusaknya tempat kejadian perkara TKP. minimnya orang 

yang tidak mau dijadikan saksi, keterangan tersangka yang berbelit-belit, 

hilangnya baarang bukti atau tidak adanya barang bukti, sehingga dalam hal 
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ini Reserse harus bekerja keras secara optimal dalam memecahkan sebuah 

kasus perkara tindak pidana. 

Solusi yang dilakukan Reserse dalam mengungkap tindak pidana 

pembunuhan berencana sebagai berikut : 

1. Setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat satuan 

Reserse langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk 

mengamankan TKP tersebut dan dilanjutkan dengan pemasangan 

garis polisi(polisi line) dengan tujuan supaya TKP tetap aman dan 

tidak rusak. 

2. Reserse dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam melakukan 

pencarian terhadap barang bukti yang digunakan pelaku harus benar- 

benar secara optimal dan sabar walaupun membutuhkan jangka waktu 

yang lama. 

3. Dalam pemeriksaan terhadap tersangka yang memberikan keterangan 

yang berbelit-belit pihak satuan Reserse harus sabar,cerdas dan 

profesional dalam memperoleh keterangan sampai dapat titik terang 

tentang perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tanpa adanya 

penyiksaan. 

4. Anggota unit identifikasi merupakan satuan Reserse yang bertugas 

melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) harus benar-benar 

teliti dan profesional sampai mendapatkan titik terang gambaran 

kejadian. 

5. Apabila tidak ada orang yang mau menjadi saksi kejadian maka satuan 



 

Reserse harus berupaya semaksimal mungkin dengan cara melakukan 

penyelidikan disekitar tempat kejadian sampai ditemukannya saksi 

kejadian walaupun membutuhkan tenaga yang extra dan waktu yang 

cukup lama. 

6. Reserse harus tekun cerdas ulet dan sabar dalam melakukan 

pemeriksaan baik terhadap saksi maupun tersangka sehingga 

diperoleh keterangan yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya 

mengenai perbuatan yang dilakukan tersangka. 

7. Reserse dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan harus 

berpedoman KUHAP Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHP serta Surat Keputusan 

Kapolri No.Pol: B/1799/VIII/1.7/2021/Reskrim. 

8.  Mencari alat bukti yang lain. 

9.  Menyakinkan hakim dan jaksa penuntut umum dengan 

mempertimbangkan ilmu yang lain dari ahli toksin ahli teknologi 41.

                                                
41 Mahatma Chryshna Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh Megawati 

Soekarnoputri Sumber Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, 

maka penulis menarik beberapa ksimpulan sebagai sampel dari apa yang 

telah diuraikan dan dibahas. Dalam bab terakhir ini Penulis akan 

mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peran Reserse dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan 

berencana dimulai dari melakukan penyelidikan, penyidikan, kegiatan 

olah TKP ditempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, melakukan 

visum, penangkapan, dan penyelesaian dan penyerahan berkas ke 

JPU.Adanya hambatan-hambatan yang ditemui oleh Reserse dalam 

mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana : Hilangnya 

identitas korban, Tenggang waktu. minimnya saksi / sulitnya mencari 

orang yang akan dijadikan saksi kejadian.Minimnya barang bukti/ 

sulitnya ditemukan barang bukti rusaknya Tempat Kejadian Perkara 

(TKP) Keterangan tersangka berbelit-belit dan tidak mau terus terang 

mengakui perbuatannya Kurangnya pelatihan dan pendidikan olah 

TKP (Tempat Kejadian Perkara) bagi anggota Reserse Unit 

Identifikasi adanya perbedaan penafsiran oleh saksi ahli adanya 

perbedaaan pendapat dengan jaksa penuntut umum dalam keterangan 

kematian korban. 



 

2. Solusi Reserse dalam menghadapi hambatan tersebut salah satunya 

adalah mencari barang bukkti lain, harus bisa menyakinkan hakim dan 

jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan ilmu-ilmu yang lain 

seperti mendatangkan ahli ahli toksin, ahli teknologi. 

B. Saran  

1. Diadakan peningkatan sumber daya manusia dengan pendidikan 

formal dan pendidikan non formal, dan meningkatkan keterampilan 

dan kemampuan secara professional dalam menangani sebuah kasus, 

agar sesuai dengan harapan masyarakat. 

2. Dalam penyidikan tindak pidana, Reserse wajib memahami petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangannya.  

3. Bagian birokrasi masih berbelit-belit dalam pemeriksaan tindak 

pidana, apabila memerlukan bantuan koordinasi terlebih dahulu 

dengan unit lainnya seperti teknis laboratorium forensic, identifikasi, 

DNA, Visum et Repertum terutama terhadap mayat (otopsi). 
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